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TENTANG

PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO UNTUK DINAS SATELIT

DAN ORBIT SATELIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang
berkembang dalam penggunaan satelit untuk
penyelenggaraan telekomunikasi dan penyelenggaraan
penyiaran, maka Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor: 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan
Satelit, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
37/P/M.KOMINFO/12/2006 sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas
Satelit dan Orbit Satelit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);
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2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang
Pengesahan Treaty on Principles Governing the Activities
of the State in the Exploration and Use of Outer Space,
including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967
(Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip yang Mengatur
Kegiatan Negara-Negara dalam Eksplorasi dan
Penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-
benda Langit lainnya, 1967) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 34, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4195);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4252);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3981);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4485);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang
Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4565);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4566);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran
Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4567);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran
Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4568);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan
Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan
Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4974) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada
Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5171);

12.Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1996 tentang
Pengesahan Convention on International Liability for
Damage Caused by Space Object, 1972 (Konvensi tentang
Tanggung Jawab Internasional terhadap Kerugian yang
Disebabkan oleh Benda-Benda Antariksa, 1972);

13.Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Pengesahan Convention on Registration of Object
Launched into Outer Space, 1975 (Konvensi tentang
Registrasi Benda-Benda yang Diluncurkan ke Antariksa,
1975);

14.Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang
Pengesahan Agreement on The Rescue of Astronauts, The
Return of Astronauts and The Return of Object Launched
into Outer Space (Persetujuan tentang Pertolongan
Astronot, Pengembalian Astronot dan Pengembalian
Benda-Benda yang Diluncurkan ke Antariksa);

15.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2009 tentang
Pengesahan Final Acts of The Plenipotentiary Conference,
Antalya, 2006 (Akta-Akta Akhir Konferensi yang
Berkuasa Penuh, Antalya, 2006);
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16.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara;

17.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56
Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara;

18.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun
2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
31/PER/M.KOMINFO/08 /2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.
21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa
Telekomunikasi;

19.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
29/PER/M.KOMINFO/08/2008 tentang Sertifikasi Alat
dan Perangkat Telekomunikasi;

20.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan
Jaringan Telekomunikasi;

21.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

22.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
15/PER/M.KOMINFO/07/2011 tentang Penyesuaian
Kata Sebutan pada Sejumlah Keputusan dan/atau
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang
Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan
Telekomunikasi serta Keputusan dan/atau Peraturan
Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
UNTUK DINAS SATELIT DAN ORBIT SATELIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,
tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio,
atau sistem elektromagnetik lainnya.

2. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan
pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya
telekomunikasi.

3. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana
pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di
antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui
udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara
serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima
siaran.

4. Satelit adalah suatu benda yang beredar di ruang angkasa dan
mengelilingi bumi, berfungsi sebagai stasiun radio yang menerima
dan memancarkan atau memancarkan kembali dan/atau menerima,
memproses dan memancarkan kembali sinyal komunikasi radio.

5. Penyelenggaraan Satelit adalah kegiatan penyelenggaraan
telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan penyiaran yang
menggunakan satelit.

6. Orbit Satelit adalah suatu lintasan di angkasa yang dilalui oleh pusat
masa satelit.

7. Dinas Satelit (Satellite Service) adalah suatu dinas radiokomunikasi
dengan menggunakan satu atau lebih satelit.

8. Filing Satelit adalah dokumen teknis dari jaringan sistem satelit dan
dokumen lain yang didaftarkan kepada ITU oleh Administrasi
Telekomunikasi untuk dapat menggunakan spektrum frekuensi radio
dinas satelit di orbit satelit tertentu sesuai dengan ketentuan ITU.

9. Filing Satelit Indonesia adalah Filing Satelit yang didaftarkan atas
nama Administrasi Telekomunikasi Indonesia.


